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NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Menimbang

NOMOR: 8 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE,

- &,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-
Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah
Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan desa
sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-
Undang Nemor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah
Nagar wajib menyusun perencanaan pemmbangunan Nagari
sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten:

bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-
Koto Nan Tigo IV Koto Hi

Nagari)
lieKecamatan Batang Kapas Tahun

2020 telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Kerja

Pemerintahan Nagar (RKP-Nagari) Koto Nan Tigo IV Koto

Hilie Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022

bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari
tentang Rencana Kerja Pemerintahan
Koto Nan Tigo |V

2022;

Nagan [RKP-Nagari)
Koto Hilie Kecamatan, Batang Kapas Tahun




Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaien Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 235} Jis Undang-
Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 { Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 118 Tambahan, Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dar
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambshan Lembaran
Negara. Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Nemor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentangDesa,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahur 2014 Nomorl168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah




||-;|1,L11.:|-', kali denpgat Mvratiuran Pemerintalt Maios B | phaspm
YT bembaaan Negara Repabloe deiddoriesias  Fafoon
somor Ad . Tambahuan Lembmran Negara Beginbilos frdans

|.;h1:||1. ,"l:|=. TR FRTEY iH!l'l}

Peraturan  Pemernnmtah Nomor 47 Tahun 25 teatang
Perubahan atas Peratoran Pemerintah Nomor 43 Tahue
014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) .

Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 tentang

pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tabhun 2014

Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indenesia Nomor
44 Tahun 2016 Tentang KewenanganDesa;

. Peraturan Menteri Desa, PDT danTransmigrasi Nomor 1

Tahun2017;tentang Pedoman Kewenangan Berdasrkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 0V Tahun 2021
tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 2t ayat 1
peraturan Pemeriniah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara
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Iy,

17.

18.

19.

20,

21.

Peaturan Daecraly Nomaor 8 Tahun X010 Tentang Fencana
Pembangunan Jangko Panjang Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun JO05H 125,

Peraturan Daerah Propins: Sumatera Barat Nomar 7 Tahun
2019 tentangNagan [(Lembaran Daerah Proguns: Sumatera

Barat Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Nagari {Lembaran Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran

Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan MNomor 3
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pesigsir Selatan Tahun 2016-
2021);

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016
tentang SOTK Nagari;

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017);

Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 591 tentang
Fancangan Penyusunan Kencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM-Nagari) Tahun 2022 — 2027 dan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP| Nagari Tahun 2022,




Deenigaan hesepakatan Rersaman
HADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO NAN THOO IV KT FLI I
IBAN
WAL NAGART KOTO NAN TIOO IV KOO b
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH [RKP} NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2022

BARB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagar ini yang dimaksud :

1)
2)
3)

4

B)
7)

8}

9

10

Nagar adalah Nagan Koto Nan Tigo IV Koto HilieKecamatan Batang Kapas
Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemerintah MNagari adalah Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo [V Koto
HilieKecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Wali Nagan adalah Wali Nagari Nagari Koto Nan Tigo IV Koto HilieKecamatan
Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan,

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat Nagan oleh Pemerintah Nagan dan Badan
Permusyvawaratan (Bamus) Nagan.

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh perangkat Nagari
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagar di Kabupaten Pesisir
Selatan.

Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah
Bamus Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

Peraturan Nagari adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagani
dan Badan Musyawarah Nagari.

Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang bersifat mengarur dan
merupakan pelaksanaan dari peraturan Nagari dan kebijaksanaan Wal
Nagari yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjulnya disingkat
RPJIM-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode & (enam) tahunan
yvang memuat arah kebijakan Pembangunan Nagari, arah kebijakan
keuangan Nagari, kehijakan wumum, program, program Satuan Kera
Perangkat Daerah [SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan,
disertai dengan rencana kerja.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKF Nagan
adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan
penjabaran dari RPJM-Nagari vang memuat rancangan kerangia ekonomi
Nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan,




13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

program prioritas Pembangunan Nagari, rencana kerja dan pendanaan serta
prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Nagan
maupun vang ditempub dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan
mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakatl Nagari yvang selanjutnya disingkat LPMN
adalah LPMN yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kader Pemberdayaan Masyarukat vang selanjutnya disebut KPM adalah
anggota masyarakat Nagari yvang memiliki pengetahuan, kemauan untuk
mengeerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat
dan pembangunan partisipatif,

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan selanjutnya disingkat
Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan
secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan nagari ([pithak
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena
dampak hasil musyawarah).

Kondisi Obvektif Nagari adalah kondizi yang menggambarkan situasi yang
ada di Desa, baik mengenai sumber dava manusia, sumber daya alam,
maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain,
keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga,
keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian
lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya
lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB
Nagari adalah renceana keuangan tahunan Pemerintahan Nagarn, yang
dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan
Permusyawaratan Nagari, vang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Dana Desa/ Nagari adalah dana yvang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara yvang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melahii
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penvelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, sclanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan

yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten fkota setelah dillurangi Dana Alokasi Khusus.

Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang
meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdava
manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan
kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Nagari.

Visi adalah gammbaran tentang kondisi ideal Nagan yang diinginkan.

Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga
Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien,
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< RKKP Nagan sebagal pemabaran REIM Nagari untuk jangka wakiu | fsal
tahun

J. RKP Nagan menjadi dasar penetapan APB Nagari

BAB 111
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud penetapan RKF Nagari adalah sebagai penentu arah dan Kehiakan
Pembangunan Tahunan di Nagari Koto Man Tigo IV Koto HilieKecamatan
Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun ANGGARAN 2022

2. Tujuan penetapan RKFP Nagari adalah supaya kegiatan pembangunan Nagar
dapat terlaksana gsecara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKF NAGARI

Pasal 4

1. Perencanaan pembangunan Nagari disusun berdasarkan hasil kesepakatan
dalam musyawarah Nagari .

2. Tim penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan pagu indikatif Nagari.

3. Tim penyvusun RKP Nagar melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan
vang masuk ke Nagari.

4, Tim penyusunan RKP Nagari mencermati skala prioritas usulan rencana
kegiatan pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
schagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari.

5. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada avat (4), menjadi dasar bagi
tim penyusun RKP Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari.

6. Rancangan RKP Nagari paling sedikit berisi uraian :

a. evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran nagari yang dikelola oleh
nagari;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari vang dikelola melalui
kerja sama antar-Napgari dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Napari yvang dikelola oleh
Napari sebagai kewenangan penugasan dari Pemeriniah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

— R ks .
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Fasal 5

Pemerintah Nagarn dapat mengusulkan prioritas  program dan kepatan
pembangunan Nagari dan pembangunan kawasan Nagan kepada Pemenintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten /kota

Tim penyusun RKP Nagari menyusun usulan prioritas program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam rancangan daflar usulan RKP Nagari.

Pasal 6

Setelah menerima rancangan RKP- Nagari, Pemerintahan Nagar melaksanakan
Musrenbang Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP
Nagan.

Musyawarah perencanaan pembangunan Nagar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah nagari, BAMUS Nagari, dan unsur
masyvarakat.

Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} memuat rencana
penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari, pelaksanaan  pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Setelah dilakukan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan {2), maka Pemerintahan Nagari menyelenggarakan rapat paripuma yang
dihadiri oleh BAMUS NAGARI dan Pemerintah Nagari serta LPMN dan Lembaga
Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BAMUS NAGARI atas
rancangan RKP- Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari.

Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Nagari sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (4), maka Wali Nagari menetapkan RKP- Nagari, serta
memerintahkan Sekretaris Nagari atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk
mengundangkan dalam Lembaran Nagari.

e R e e
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Pasnal 7

BARB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud, Tujuan
1.4 manfaat
BAB [l GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Nagari
2.2 Arah Kebijakan Belanja Nagari
2.3 Pembiayaan
BAB 11T EVALUASI PROGEAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

3.1 Ewaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun
Sebelumnya
3.2 Ildentifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari
3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB IV Rumusan Prioritas Program Pembangunan Nagari

4.1 Prioritas Program dan Kegatan Skala Tahunan Nagari
4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten,
Provinsi,dan Pusat

4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Bidang
BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan
5.2 Saran

Pasal 8

Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tahun Anggaran 2022 merupakan landasan
dan pedoman bagi Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Magari dan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagar Tahun Angsaran 2022,

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan
secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan
pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana
Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta

dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah
Magar.

S
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Pasal 11

Wali Nagan melakukan Pengendalian dan  FEvaluasi  terhadap  Kelooab as
Perencanaan RKP Nagan Koto Nan Tigo TV Koto Hilie

BAB VIil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

RKP Nagari dapat diubah dalam hal -

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, knsis politik, krisis ekonom:
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
Pasal 13

Perubahan RKFP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibahas dan
disepakati dalam Musrenbang Nagan dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Nagari.

Pasal 14

Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun APB Nagan Tahun
ANGGARAN 2022,

Pasal 15

1. Hal-hal yvang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Nagari.

2. Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan
Nagari ini dengan penem patannya dalam Lembaran Nagari

Ditetapkan <h ' Kota Nan Tigo
Pada Tanggal . 11 Navember 202]
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Diundangkan di : Koto Nan Tigo
Pada Tanggal : 11 November 2021

SEKRETARIS NAGARI KOTO NAN TIGO
IV K ILIE

WATI

LEMBARAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO
HILIE TAHUN 2022 NOMOR 7




KEPUTUSAN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN RENCANA KERJA PEMERINTAH {(REP) NAGARI

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2022

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah
Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan
Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu
pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah
Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan
Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu
pada perencanaan pembangunan Kabupaten:

Bahwa Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie telah
menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan
Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagan Tahun
Anggaran 2022:

Bahwa Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV
Koto Hilie Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kera
Pemerintah (RKF) Nagari Tahun Anggaran 2022
sebagaimana dimaksud huruf b diatas, telah dibahas
BAMUS Nagari bersama Wali Nagari sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ diatas,
perlu menetapkan Keputusan DBadan Permusyawaratan
Nagari Koto Nan Tigo IV Kote Hilie terhadap Rancangan
Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Nomor 7
Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Nagari Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan dengan
Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari;
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iLembaran Negara Repubhik Indonesia 15050 g IITHITE

Jis  Undang Undang et Nomor 21 Tahun 19 [
Lembarnn Negarn Repubhk Indonesa Tahun 19570 Bomie
77) o Undang-Undang Nomor H8 Tahun 15958 | Lembaran
Negara  Kepubhik  Indonesia Taliun 1054 Momor |1H
Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nome
164 3),

Undang-undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yvang bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82),

Undang-undang Nemor 6 tahun 2014 tentangDesa,
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yvang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomorl68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah
Nomor & Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;

Peraturan Menteri Dalam Nomaor 111 Tahua 2014




1.

13,

14.

13.

16

17.

18.

19.

20.

21,

22,

tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomaor 14 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

. Peraluran Menteri [Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang pedoman  Tata  Tertib  dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 Tentang KewenanganDesa,

Peraturan Menteri Desa, PDT danTransmigrasi Nomor |
Tahun2017;tentang Pedoman Kewenangan Berdasrkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menternn Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2018
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;

Peaturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabuaten Pesisir
Selatan Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2018 tentangNagar  (Lembaran  Daerah
PropinsiSimatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2,
tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 213);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2016-2021);

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016
tentang SOTK Nagari;

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017);

Bupati Pesigir Selatan Nomor
140/271/Kpts/WN.T.IV.KM/VIIl/ 2018 tentang
Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali
Nagari terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun
2018 Pada Nagari di Kecamatan DBatang Kapas
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2024 dan;

Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 391 tentang
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Rancangan Penyusunan Hencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPIM-Nagari) Tahun 2022 - 2027 dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Keputusan Badan Permusyawaratan Nagar Koto Nan Tigo IV
Koto Hilie tentang Rancangan Peraturan Nagari Tentang
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun Anggaran

2022,

Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV
Kote Hilie Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2022;

Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan
Nagari terlebih dahulu dilakukan  persetujuan bersama
antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari yang dituangkan
dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani nleh
Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari.

Keputusan i mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Nan Tigo
Pada Tanggal : 11 November 2020

_KETUA BAMUS
KOTO\NAN TIGO
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SK Tim Penyusun RKP Nagari

Proposal Teknis (Gambaran Rencana Prasarana)
Rencana Anggaran Biaya
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Daftar Usulan RKP Nagari
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RAR |
PFENDAMULUAN

1.1 Latar Belakang

PBenlasarkan Undang-undang Republik Indonesia Moo
Tahun 2014 tentang Nagarn, vang dijabarkan dalam Pab 1%
Pembangunan Nagan dan Pembangunan Kawasan PerMNagarnan
Pasal 7B, 79 dan R0 bahwa dalam rangka perencanaan
penvelenggaraaan Pemerintahan MNagari periu distsun
perencanaan pembangunan Nagari sebagai satu kesatuan dalam
sistem perencanaan Pembangunan Kabupaten. Perencanaan
Pembangunan Nagari sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Nagari adalah suatu proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagan dengan
melibatkan Badan Permusyvawaratan Nagari dan unsur
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya Nagari dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan Nagan.

Rencana Kerja Pemerintah Nagar yang selanjutnya disingkat
RKP Nagari merupakan suatu dokumen  perencanaan
pembangunan Nagari yang diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun
2014 tentang Nagari. RKP Nagari merupakan penjabaran dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagan)
untuk jangka wakiu 1 (satu) tahun, memuat rencana
penyelenggaraan Femerintahan Nagari, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan
tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Nagari dan atau hal-
hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya
kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau
Pemerintah Kabupaten. yang ditempuh dengan mendorong

Ngas: Kot Ml Tigo 1V Koo Wit - _-
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PATTISI Pk masyntakat, viang selanjutnea menpadds pedoman o
PENVITRLEIAD Rancanpan Angearan Peolapsfan elan Belanpas Maga

(KA Nagan)

Undang Undang No 6 Tahun 2014 membenkan raang yang
cukup luas dan membawa perubahan paradigmas pemerintaban
kepada Pemenntah Nagan untuk lebih mengoptimalkan kondiag
kewilayahan, Sumber Dava Manusia (SDM), Sumber Dava Alam
(SDA) dan potensi sumber pendapatan yvang ada dalam menyusun
perencanaan pembangunannya. Proses penvusunan RKF Nagan
Koto Nan Tigo IV Koto Hilieberdasarkan pada proses penjaringan
aspirasi yang diformulasikan melalui mekanisme musyawarah
Nagari perencanaan pembangunan Nagari, pencermatan pagu
indikatif dan penvelarasan program yang masuk ke Nagarm,
pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari hingga pada
Musrenbang Nagarn dan penctapan RKP Nagari dengan
memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKF Nagari pada

tahun sebelumnya dan mengacu pada perencanaan pembangunan
Pemenntah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari,
RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pemerintah Nagari
yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh
Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masvarakat Nagan
dengan semangat gotong-royong. RKF Nagan merupakan satu-
satunya dokumen perencanasan pembangunan tahunan yang
dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan
bagi pemerintahan MNagari dan selanjutnya sebagai dasar
penyusunan APBE Nagari tahun anggaran bersangkutan

Dalam dokumen RKF Nagari sesuai dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 juga mengamanatkan
bahwa Pemerintah Nagari dapat mengusulkan kebutuhan
pembangunan Nagari kepada pemerintah daerah kabupaten.
Usulan kebutuhan pembangunan Nagari terscbut dimasukkan

Mg Kot e Tge 1V Kot Bl f2.: 9




dalam Daftar Usulan RKP Nagari (DU-RKPNagari). Daftar Usulan
RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagan yang menjadi bagian
dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan

diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerab

Kabupaten melalui mekanisme Musrenbang kecamatan.

A. Mekanisme Penyusunan RKFP Nagari
Mekanisme penyusunan RKFP Nagan Koto Nan Tiga IV

Kaoto Hilie Tahun 2022 dilakukan dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

| Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan
Musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan RKF
Nagari dengan melaksanakan kengiatan : Mencermati
ulang dokumen RPJM Nagar; Menyepakati hasil
pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; dan
Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan
dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam
musyawarah Nagari, dituangkan dalam berita acara dan
menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari menyusun
rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKF Nagari.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Nagamn
untuk mencermati  pagu  indikatif MNagari  dan
penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari
Pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; Penyusunan
rancangan RKP Nagari; serta Penyusunan rancangan
daftar usulan RKF Nagari.

3. Tim Penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan
terhadap Pagu Indikatif Nagari dan Penyelarasan
Program/Kegiatan yang masuk ke Nagan setelah
memperoleh data dan informasi dari kabupaten.

4. Tim Penyusun RKP Nagari mencermati ulang dokumen
RPJM Nagari dengan mencermati skala prioritas usulan
rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu]
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tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum
dalam dokumen RPJM Nagari.

Tim Penyusun RKP Nagari menyusun Rancangan RKF
Nagari dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan
musyawarah Nagari; Pagu indikatif Nagari; Pendapatan
Asli Nagari; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi
masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil
pencermatarn ulang dokumen RPJM  Dess; Hasil
kesepakatan kerjasama antar Nagari; setra Hasil
kesepakatan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga. Tim
Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana
kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan
RKP Nagari. Tim penyusun RKP Nagari menyampaikan
berita acara kepada Kepala Nagari tentang hasil
penyusunan rancangan RKP Nagan yang dilampiri
dokumen rancangan RKP Nagari dan rancangan daftar
usulan RKP Nagari.

. Wali Nagari menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nagari untuk membahas dan menyepakat
rancangan RKP Nagari yang diikuti oleh Pemerintah
Nagari, BFD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP
Nagari yang sudah disepakati menjadi lampiran dan
rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari.

. Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari
dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk
mendapat masukan.

 Wali Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari
tentang RKP Nagari kepada Bamus untuk dibahas dan

disepakati bersama.
. Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang RKP

Nagan
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B. Visl dan Misi Nagari Koto Nan Tige IV Hoto Hilie

Rumuaan Vs dan Mass digaln Deverlanarka . 518
kebuatuhan myasyan akal g ke mnaelisn il FERR b T ol )
tentang Visi kedepan. Sehingga rumuasan Via harus sejalan
dengan cini-cirt khas unik masvarakal kedepan Kumusan
visi tersebut perlu dirumuskan kedalam Misi capaian

program vang akan dilaksanakan Hasil penggalian Vis

dan Misi tersebut adalah ¢

Visi Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Visi merupakan sebagai Penyatuan arah dalam
menentukan Rencana Kerja Pembangunan Nagaru dalam
pandangan ideal bentuk masa depan yang ingn
diwujudkan secara potensial, yang merupakan skenario
perwujudan kebijakkan atas pandangan tentang apa yang
harus / ingin dicapai oleh Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo
IV Koto Hilie untuk Enam Tahun kedepan periode 2022-
2027 sebagai Benkut :

“ TERWUJUDNYA NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO
HILIE SEBAGAI NAGARI MANDIRI, MAJU DAN
BERPRESTATSI UNTUK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT.*

1. Nagari yang Mandiri dan Nagari yang bersatu adalah
Nagari yang mampu menggali dan memaksimalkan seluruh
potensi yang ada baik potensi Sumber daya Manusia
maupun Sumber daya Alam berlandaskan Adat Agama
sebagaimana Falsafah minang * Adat Basandi Syarakat
Basandi Kitabullah *

2. Maju mengandung arti dapat melakukan perobahan -
perobahan kearsh yvang lebih baik dengan upaya penyatuan

Nsgens: ot Alew. Toga WV Rt i _-
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tekad dan semangat dan aeluruh pjaran Pemecintabian dan
lembaga Nagan vang didukung pleh manyvarnkat baik sang
berada o kampung maupun dipermntauan untiok ke
masyarakal dan nagari - nagan koto Nan Tigo IV Kata | Gilie
dalam kerangka mengelola pemerintahan yang baik, bersih
trangparan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan
semangat Kerja keras dan penuh pengabdian.

3. Berprestasi mengandung pengertian dalam pelaksanann
pembangunan

Nagan dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat, sedangkan dalam pembangunan mental
melahirkan  masyarakat vyang berakhlak mulia dan
memahami Adat istiadat yang berlaku di Nagari

4. Sejahtera mengandung arti Masvarakat mempunyai
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar
yang dapat dilihat dengan beberapa ukuran sebagai berikut ;

a. Tercukupi kebutuhan sandang,Pangan,Papan,Pendidikan dan
kesehatan secara wajar dan layak

b. Terlaksanakannya pembangunan secara berkelajutan dengan
memanfaatkan potensi Sumber Daya Nagari secara berdava
guna untuk kemakmuran rakyat dengan tetap
mempertimbangkan nilai — nilai Agama dan Adat istiadat
serta hngkungan.

c. Terwujudnyan pembanguan vang bersifat partigipatif dalam

bentuk pemberdayaan masyarakat sehingga aktivitas

pertumbuhan

Misi Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Berdasarkan Visi Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie diatas
maka misi Pembangunan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto
Hilie Tahun 2022 - 2027 Adalah Sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelengaraan pemerintahan yang baik,

Nisgans Kot Abun g 1V Kot Hil -
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5% Peningkatan Darajat dan Kiralitas Lesrharan
masvarakat serta penataan lmgkungan vang berath dan
sehat.

6. Peningkatan peran serta masvarakat terutama perantau
untuk kemajuan pembangunan Nagar

1.2 Landasan Hukum

RKFP Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang
Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dizusun dengan
berpedoman kepada :

1] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang RKeuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4286§;

2) Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286,

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Tambahan Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421};

4] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 1235,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 [Lembaran Negara Rl tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);

Mg Kt Aam Tigo WV Kok Hitic = TEs o8 -
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5] Undang-Undang  Nomor 33  Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusar  dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor
{26, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomaor 4438),

6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Rl tahun 2007 Nomor 4700},

7) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomeor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8] Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
MNomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723,

9} Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140);

10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Megara RI Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5234);

11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
{Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 77,

12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

13] Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Ngars Kot Mlam Tiga 1V Kok i - i -

— & o

e A T

SR U P ——



1 i | ]
5 B i
¢ il 4 . T aed e
1 - ] k. il ¥ R 1 R T

L T i L & L - A = i) T

et m . g = . Nm e i i ' ik TTRR" |
Tasbmgem - Tt atn  Pweegrisiiman T L R L f<be
T i Py il NeimkgamanT R T R A al LS b ngp——
Il b -ﬁr-tl':‘ +am B1 Tak iT AW Naowawr )0 T oaree lvgm b e

jembaran Negara Bl Nommor 48] 7

16 Pergiuran Pemenmntah Nomor 47 Tahun N1 5 rentang
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20048
rwritang Pelakesanaan Undang undang Nomor 6 Tabhun 2004
tentang Desa (Lembaran Negara Rl Tahun 2015 Nomor §57)

17} Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

18] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanasan Peraturan Pemenntah Nomor H
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunpan
Pengendahan, Dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Kencana
Pembangunan Daerah (Benta Negara Kepublik [ndonesia
Tahun 2010 Nomor 51 7],

19) Peraturan Menten Dalam Negen Kepublik Indonesia
Nomor | Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Benta
Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20494,

20 Peraturan Mentenn Desa, Pembangunan daerah
Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang
Penetapan Prioras Penggunaan dana Desa [Hernta Negars

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359)
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Rencans Keran PTemeriiiiah [Dasrah Tahun 20
23 Peraturan Daerah Progana Sumatera Harat Somsmnre
Tahun 2008 tentang KNencana Pemhangiirnan farngha

Pamang Daerah (RPIPDY Propins: Sumatera Barar Tahun
2005-2025 ((Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Baraf
Tahun 2008 Nomor 7).

24| Peraturan Daerah Prowvinsi Sumatera Barat Nomor 5
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan langka
Menengah Daerah (RPJMD) Propnsi Sumatera Barat Tahun
2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat
Tahun 2011 Nomor 56|,

25] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1.3
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Frovinsi
Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Laerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provins: Sumatera Barat Nomor 79},

26) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2018 tentang Nagan ( Lembaran Daerah Propinsi
Sumatra Barat Tahun 2018 Nomor 7 |,

27) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2022-2027,

28] Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Nagan,
29) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor J

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tehun 2016 - 2021 |
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309 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
54 Tahun 2016 tentang SOTK Nagar

31 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Nagan;

32) Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan No : 04 Tahun
2021 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun
2022-2027 dan Rencana Kerja Pembanguan (RKP) Nagari
Tahun 2022;

33) Peraturan Nagan Koto Nan Tigo IV Koto Hilie No 07
Tahun 2021 Tentang Rencana Pembanguan Jangka
Menengah Nagari Tahun 2022-2027

1.3 Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud
Maksud darn penyusunan RKP Nagari Koto Nan Tigo Tahun
2022 adalah :

a. Agar Nagari memiliki dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum
tetap.

b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan
pembangunan di Nagari.

c. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi Nagari

d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas

e. Menetapkan kerangka pendanaan

1.1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKP Nagari Koto Nan Tigo Tahun

2022 adalah :

a. Menjamin keterkaitan dan konsitensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
pengendalian dan pengawasan pembangunan di

Nagari.

Hisgen: Kot Mo Toga 1V Kok HiLer “
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d. Mengoptimalkan peren serta Pemerintahan Magar
masvarakat dan dunia usaha dalamperenc anaan

pembangunan

1.4 Manfaat
Adapun Manfaat dan RKP Nagari adalah -

1.

Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat
Nagarn.

Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Nagari
Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Nagari.
Menampung aspirasi vang sesuai kebutuhan masyarakat
dan dipadukan dengan program pembangunan supra
Nagari.

Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat,

e e ————
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Acngrar etk dan diphin anggaren

Lgar kehionkan pengelolaan keuangen dets seamn amanah peraturan perimdsngan g ~erlake
wilanh sty disntaranva Persturan Memten [aias Negen Republih Indonesia Somor 1100 Tabmn 004
"emang Pedoman Pembangunan Desa, dimana setap abunmya pemenntah Nagan bersama Hadan
Musvawarah Nagan menetapkan Persturan Nagan sentang Anggaran Pendapatan dan Belangs “agan
CAPH Nagan ) secars partusipati§ dan transparan vEng proges penvusunannya Jumilan demgan ckakara
desa. konsultass publik dan Musyawrsh Nagsn vang dipsmpin oleh  Hamus  aniuk penetapammys
RAPE Nagan didalamnya memual Pendapatan. Helama dan Pembuaysan vang pengelobsnnya dimeis
tanggal | Januan sampar dengan 11 Desember

Kebyakan pengelolaan keuangan Nagan untuk tahun aoggaran 2020 merupakan  cstem
pengeiolaan kevangan yang baru bag Nagan Sehunggs masih harus banyak dilakukan PR TETH
pren vesudien secars menyelurub sampan pada tehnis implementasinya
L1 Arsh kebijukan Pendaputan Nagan

Keboyaan dan sumber-sumber pendapatan Nagan, pada dasarmyva adalsh merupakan wmber dava
Nagan. Secara ymum sumber dava biasa dipaham dalam bentuk tanah, lensga kerps dan modal e
Juga vang berpendapat bahwa sumber daya identik dengan asct, karema disamping meliputs propern
jugs termasuk didalamnys unsur manusia stau penduduk Nagar (SDM) Berbioara lentang st
Nagan, maka basanys telah dibats) pada aset yang bersifal rumgihic wlau vang berwupud  Dalam
Peraturan Pemenmab Nomor 72 Tahun 2005 tentang Nagan, Permendagn Somor 4 Dabun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Kekaysan Nagan, sumber pendapatan Nagan tendin dan PA Nagan,
Bags hasil pajak dan retnbusi, bagian dana perimbangan yang berups ALY buanluian keuangan Jdan
Pemenntah, Pemerprov dan Pembkab serta hibah dani pibiak ketiga Uatub P ANagan sendin ieliputs
hasl usaha Nogan, hasil kekayaan Nagan, hasil swadaya dan pansapass s ool royoens il
pungutan dan lain-lain pendapatan ash Nagar yang sih
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Sedanghan jems kekayaan Nagan lendin atas © Tanah Kas Mugari (TKN); Pasar Magan; Pasar

Hewan: Tambatan Perahu; Bangunan Milik Magari; Pemandian Umum yang dikelola oleh Nagari,

obyek rekreasi yang dikelola oleh Nagari, tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh Nagar,

hutan Nagari, kuburan Nagari, lapangan Magari, saluran air milik Nagari dan lain-lain kekayaan milik

Magari, antara lain :

—

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBNagari/Daeral;

2, barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembage dari pihak ketiga.

3. barang yang dipercleh dari hibah/sumbangan alau yang sejenis;

4. barang vang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian’kontrak dan lain-lain sesuai dengan

peraluran perundangan yang berlaku.

hibah dan pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
hasil kerjasama Magari.

Be = o

hak Magan dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;

Oleh Karena ity dalam Rangka Pengoptimalkan Potensi Nagari,Nagari Koto Nan Tigo vyang
merupakan Daearah yang dekat dengan Pantai dan perbukitan maka akan mengoptimalkan Potensi
tersebut seperti membuat Tepat Wisata Pantai Teluk Tempurung yang nantinya dapat meningkatkan

pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Nagari.

Adapun asumsi Pendapatan Nagari Tahun Anggaran 2022 sebesar

Rp. 1.426.970.5000,00,- vang berasal dan :
I} Pendapatan Asli Nagar: (PAN Nagari);
# Hasil Usaha Nagan
# Hasil Kekayaan Nagari
®  Hasil Swadaya dan Partsipasi masyarakat
#  Lain-lain pendapatan Nagari yang sah

2) Pendapatan Transfer: Rp. 1.371.941.029,00
# Dana Desa

# Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten :

»  Alokasi Dana Desa

¥ Pendapatan Lain - lain

—

' Ep O
:Rp O
:Rp 0
: Rp O

: Rp.

Rp.
: Rp.
: Rp.

397.010.000,00
25.569.229,00
449.361.500,00
[.500.000,00
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# Koreksi Kesalahan Belanja Tahun : Rp. {1,000
# Pengembalian Belanja Tahun — Tahun Sebelumnya : RP. 0,00
# Bunga Bank - Rp. 1. 5000 010, (K2
# Jumlah Pendapatan :Rp. L3T3.441.029,00

3) Bantuan Keuangan pemerintah provinsi ;
# Bantuan jalin matra
4. Pos bantuan pemerintah kabupaten
# Bantuan Keuangan Dan APBD Kabupaten

> JUMLAH
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: Rp 1.373.441.029.00




2.2 Arah Kebijakan Belanja Nagari
Belanja Nagari merupakan semua pengeluaran  dari  rekening Nagan  yang merupakan

kewajiban MNagari dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperolch pembavarannya kembali oleh
Magari.
Klasifikasi Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 8
ayal (1) huraf b, terdin atas kelompok:

a, Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;

b. Pelaksanaan Pembangunan Nagan;

¢. Pembinaan Kemasyarakatan Nagan;

d. Pemberdayaan Masyarakat Nagan; dan

e. Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Nagari vang telah dituangkan
dalam RKP Nagari.
Kepmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :

Belanja Bidang Penyelenggarman Pemenntahan Desa Rp. 522.713.229,00
- Belanja Bidang Pelaksanaan Pembanguanan Desa Kp. 236.970.000,00
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakat Rp. 14.400.000,00
Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 221.611.800,00
- Budang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Rp. 128.657.500,00
Mendedak Desa
Sub Bibang Penanggulan Bencana Rp. 71.200.900,00
Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana Rp.  10.000.000,00
Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana Rp. -
Sub Bidang Mendesak Rp  360.000.000,00
- Penerimaan Pembiayaan Rp. 68.454.900,00
Pengeluaraan Pembiayaan Rp.  5.000.000,00

Jemis belanja pepawai merupakan kelompok Penyelengparaan Pemerintahan Nagan untuk
pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan
BFD dan dibayarkan setiap bulan.

Helanja Barang / Jasa dipergunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai
manfaatnya kurang dari dua belas bulan.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain:

e
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-

Alat tulis kantor;

=

Benda pos;

Bahan‘material;

. 0

Pemeliharaan;
Cetak/penggandaan;
Sewa kantor Nagari;

M

=

Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

= m

Makanan dan minuman rapat;
Pakaian dinas dan atributnya;
Perjalanan dinas;

Upah kenja;

it U

Honorarium narasumber/ahli;
m. Operasional Pemenntah Nagari;
n. Operasional BPD;
0. [nsentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
p. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan vang untuk operasional lembaga RT/RW
dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,perencanaan pembangunan,
ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pemberian barang untuk masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau
bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan
Magari.
1.3 Pembiayaan Nagari

Pembiaynan Nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali danfatau pengeluaran vang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Nagari
Tahun 2022 ini, Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie belum dapat menyusun kebijakan
pembiaynan discbabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau
perhitungan APB Nagari tahun sebelumnya. Sebagai tindak lanjut Pemenntah Desa Jadi akan
memperhinmgkan pada RKP-Nag tahun berikutnya.
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BAB 111
EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat MNagan, bukan
semata-maia  disebabkan oleh mternal Nagari, melainkan juga disebabkan
permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun
pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah
dilakvkan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta
tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi
permasalahan scsual suara masyarakat secara tidak langsung menghambat
efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhimya
mefisiens: angparan.

Dalam menyusun RKP Nagari tahun 2022 berdasarkan 4 aspek pembahasan ,
sebagai berikut

3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Nagari Tahun Sebelumpya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa
terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Nagan Koto Nan
Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022 dan implementasi dalam APB Nagan Tahun 2022
serta analisa terhadap permasalahan vang menyebabkan terjadinya deviasi dalam
pelaksanaan kegiatan.

3.1.1 Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Nagari

Permasalahan
Permasalahan utama yang menyebabkan tidak terealisasikannya
kegiatan tersebut dikarenakan antara lain :
a. pergeseran anlar jenis belanja yang menyebabkan salah satu kegiatan
tidak terlaksana di tahun berjalan
b. Hal Hal lain dikarenakan waktu yang sangat mepet, atau terkendala
kesiapan pelaku

o Koo N Tigo WV Koo il 15 |




Solusi Penyelesaian

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan,
alternatif penvelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang
menjadi penyebabnya antara lain :
1. Pencantuman kembali kegiatan dalam RKP Nagari tahun 2022
2. Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam

pengelolaan kegiatan.

3.1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
Permasalahan
Permasalahan uwtama yang menyecbabkan tidak tercalisasikannya

kegiatan tersebut dikarenakan antara lain :

a. Adanya pergeseran antar jemis belanja yang menyebabkan salah satu
kegiatan tidak terlaksana di tahun berjalan

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan yang relatif singkat, sementara dalam
pengelolaannya harus sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

c. Hal Hal lain dikarenakan waktu yang sangat mepet, atau terkendala
kesiapan pelaku.

d. Adanya Permasalahan Lahan dan Ketetapan dan Pemilik Lahan yang
sering Bereubah-Ubah

Solusi Penyelesaian
Terkait dengan program kegiatan vang belum dapat
dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempub  berdasarkan  akar
permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain :
1. Peningkatan kapasitas pelaku agar lebith siap dan cekatan dalam
pengelolaan kegiatan.
2. Diaharapkan kepada Masayarakat untuk Tidak termakan oleh isu-isu
negatif tentan pembangunan seperti adanya Ganti Rugn Lahan yang di
Program sudah Jelas-jelas dijelaskan tidak ada
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= Pemenphen K eborhar Do Macvarbhat Desn [angh Pomdbk an
e b et
* Pembangunan laisn Dea
* Pembangunan Islen Longhomgan
+ Pembangunen [Framase Dhae Saluran Ingas Desa
* Pembangunan larmgas Ao Bersh untuk Wargs Desa
123 Ridang Pembinasn kemas arakatan
* Operasonal | ambags e
* Pembine Keamanan Dan Ketertiban
¢ Penvuluban Hukum
s ['embimnaan Lerubunan [Dan Cetong royong Masyarakst [Desa
1.1.4 Ridang Pembwrdas snn Masvarakat
*  Pemingkatan Kapasitas Lembagn dena (| RT/RW, LPMID), Karong
Taruna, PRK. Posvendy. KPMD Dan Lembaga Desa Lamnya)
o Percapatan Pengentasan Komusiinan Dengan Proritas Usaha Mikro
Kelompok Wargs Miskin
¢ Pelatthan Usaha Flonomi Produktil Berdasar Potens: Lokal

3.3 ldentifikasi Masalab Berdasarkan Amalisa keadaan Darurat
Analiss  keadaan darural dilakukan untuk  mengantisipasi  berbuaga
permasalahan yang muncul secara tba-uba, baik disebabkan oleh Benciia
alam dan atsupun sebab lain yang apabila tdak segery dialas: dhan semmakin
menimbulkan masalah bagl masysrakal Herdasarkan analisa pemenitab
Nagari dan laporan yang disampaikan oleh inasyarakat, ads beberapa
masalah mendesak yang harus secepatnyi diatasi oleh pemierintah Jdesa

Masalah tersebat mclipun
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413  Bidang Pembinsan Kemasyarakatan Nagari

PFermasalahan

Terkaid dengan Pembinaan Masyarakat adapun beberapa Masalah
Antara lain
|. Kuranya Partisifasi Masayakat dalam Kegiatan tersebut
2. Seringnya Masyarakat Termakan isu-isu Negatif dari Masyarakat

Solusi Penyelesaian
Untuk tahun berikutnys akan di berikan sebuah Sosilisasi/pemahaman
dalam rapat-rapat schingga Masyarakat bisa berperan Aktif dan tidak
termakan 1su-13u negatif yang tidak bertanggung jawab

3.1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
Permasalahan
Permasalahan utama yang menyebabkan tidak tersalisasikannya
kegmatan tersebut dikarenakan antara lain :

a. Adanya kegiatan yang merupakan sinergitas auntara daerah dengan
Magari vyang tidak dilaksanakan oleh kabupaten dan yang
menyebabkan dana dukungan untuk kegiatan tersebut tidak terlaksana
di tabun berjalan

b. Wakmu Pelaksanaan Kegiatan yang relanf singkat, sementara dalam
pengelolaannya harus sesuail dengan tahapan yang telah ditetapkan.

a. Hal Hal lain dikarenakan wakiu yang sangat mepet, atau terkendala
kesispan pelaku

Solusi Penvelesaian

Terkait dengan program kegistan yang belum dapat
dilaksanakan, alternanf penyelesaian ditempuh berdasarkan akar
permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain :

- Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam
pengelolasn kegiatan.
3.2 ldentifikasi Masalah Berdasarkan RPIMNagari

Herdasarkan Peraturan Nagan nomor 4 Tahun 2019 tentang  RPJIM-
Nagan Koto Nan Tige IV Kow Hilie Tahun 2022 priontas masalah yang
harus disclesmkan mehiputn masalah  Penyelenggaraan F-:rnn::_inl.ulun
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14 ldentifkkasi Masalsh Rerdscarkan Prioritas Kebijakan Pembangunoan
Daerah
RKP Nagan sebapm saty kesatuan mekameme perenc anaan deerah dalom
proses  penyusunannva harus juga  memperhatikan  prontas  kebiakon
pembangunan dacrah. muim dan evaluas: Rema hevamatan dan atwepun
hawil evaluas: pelaksanasn RKP Daerah tabun sebelumnva serta prionias
kebnjakan dacrab tahun benbumva Masukan o mutlak diperlukan agar
REKF Nagan benar-benar mendorong terwupmnya visi-musi dwerah secam
menyeluruh
Herdasarkan  hasil  paparan  berhat  dengan priontas Kebyakan
pembangunan dacrah, maka peochanan masalab dipriontaskan bagaimana
daerah secarn efehtil mampus mengurang) Lngkat  kemiskinan  dan
meningkatkan pendapatan masyarakal melaluw opimalisasi pengembangan
sektor ekonomu makyal. [Dhsamping iy untuk  mendukung tercapunya
priontas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalu peninghkatan
alokasi pendanaan pada sekww pendidikan. serta peningkatan kualitas
kesehatan masyvarakal dan pengembanagan Inovas: Desa
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RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

Prioritas kebyjakan program pembangunan Nagari Kote Nan Tige IV Koto
Hilie yang tersusun dalam RKFP Nagari Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada
berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga
diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021
nantinva benar-benar benjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di
masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap
kebutuhan hak — hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan
lain — lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung
dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Nagari. Namun jika ada
beberapa rencana kerja pembangunan karena sesuatu hal keterbatasan dana baik yang
bersumber dan pemenntah maupun swadaya masyarakat sehingga tidak dapal
terlaksana, maka akan terkaver dalam Rencana Kerja Pemenintah Nagan tahun
Berikutnya.
Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Nagari Jadi secara detail
dikelompokkan, sebagai benkut :
1. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari
Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan
yang sepenubnya mampu dilaksanakan cleh desa dan berdasarkan penilaian
terhadap kebutuhan masyarakat Nagari. Penilaian tersebul meliputi atau
mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan
Nagari, Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan
dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, Pengembangan ekonomi,
Pemanfaatan Teknologi tepat guna, pendayagunaan sumberdaya alam,
pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Nagari, peningkatan kualitas
ketertiban dan ketentraman masyarakat MNagari dan peningkatan kapasitas
masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. adapun Kemampuan tersebut
dapat diukur dari ketersediaan anggaran Nagari, kewenangan desa dan secara
teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.
RKP Nagari tahun anggaran 2022 Nagari Jadi skala desa adalah sbb ;
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? Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan

Pusat

Priomitas program pembangunan Skala Kecamatan Batang Kapas Kabuupaten

Pesisir  Selatan merupakan Program dan Kegiatan PFembangunan

yang
merupakan kebutuhan nil masvarakat Nagan Koto Man Tigo IV Koto Hilie
tetapt Pemerintah Magari tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan
pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan
Nagari. Kedua, secara pembiayaan Nagari tidak mampu membiayai karena
Jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Nagari tidak
tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan
dibawa melalui forummusyawarah perencanasn pembangunan i tingkat
Kecamatan (Musrenbangeam) oleh delegasi peserta Nagari jadi vang dipilih
secara partisippatil pada Forum musrenbang Nagari dan ditetapkan dengan
Keputusan Wali Nagari.

Adapun program dan kepiatan tersebut adalakh -

[ =
NO KEGIATAN TARGET/SASARAN LOKASI
A | Infrastruktur ‘I
Ii | | Hotmix ( Pengaspalan ) Jalan Pasar -
. | Perumahan Nelayan £ 1500 M Koto Baru
5 | Hotmix ( Pengaspalan ) Jalan Koto Baru
dan Jalan Perumahan Nelayan =100 M Koto Baru
! 3 | Pembuatan Tanggul / Pengedaman - e
| Tebing Air Koto Baru ke Pasar Gompong + 300 M Koto Baru
4 | Lanjutan Pembanguanan Gebung o B
|| Pertemuan Kantor Wali Tanah Kare
Pemby : e . o Y-t B
5 ngunan Beronjong Tepi Air Sungai
| Pampan Dekat Masjid Khairul Huda | I KM Koto Bary
6 | TPT Jalan ke Rumah Khusus Nelayan | San
__ﬁﬂﬂfﬂm Sungai Pampan | 1 KM Koto Baru
P : r ¥, 1 By,
LT Hmha:ngu.uan Drainase SD 28 Jorong ,
- —-—an_TEn_ Sungai Pampan |

- |
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& Penpurmtee 1 edong & sharmpeng STy Nl B albaivgiing

K ohab | mbgng Ampwng T rge 1 1 el Kalwrpany
hghmrnﬁ;
) i M TTEET T vignis

Hf‘hﬁ Immn \ ke R TE | 'h"'!-r'-l"lﬁ T I

A aturmpmng
11 Pengemanan Pants: Pacsr § svmpeomp LR Sumgrn Parmipan
. Sarana dan Prassne Posyandu Y andu :
s | Paket Qo Pampan

Dan | ansin

Pembangunan Rumah Trdak Lavak Hum 15 Umig

- : 5 P
Kampung Sungm Pampan unga Fampan

-

Pembangunan Rumah Tidak Lavak Hum

4 51l s
4 | Kamyrang Limau Minis 15 Ut | Liman Mans
- - = = |I
Pembangunan Rurnah Tidak lavak Huns Lo
s ] £ 0
| K Kalusm 1% Unat Kalumpang
Femhuﬂin Embung dekal parak karet - ,
16 i Solok Sungai l:'mTln | Ut Sungar Pampan
17 | Pembangunan Jamban Sehat 15 Unit Koto Nan Tigo
| Pembangunan Jembatan Gantug dan .
| e Muaro Tembusan Jalan Pasar Gompong koM PR Compang
!
i 19 | Pembangunan Aur bersih Kalumpang ' I Unat Kalumpang
|
| p | Sosial Budays
:, . e S e e — |
1| Pelatihan Adat stiadu h-.l-_l.s.ung hT " Kok Peﬂlﬁﬂt.mliﬂﬂjn | Kot Nan Tigo
: Prasarans Pencak Silat, Randai,Debus | Pemuda-pemudi Nagari | =
| * | danPelaghannys © | KowNaTigg | KewNaTwe |
| [
| 3 | pa s L T - Anak-anak Mengap dan | o N ] |
| 3 | Perlaian Quuidah lenghap Potal P00 | Anggots Majeli Tatim |~ " 57 |
Koto Nan Tige |
1——-—-. o e e S - — i gieren I
'| C | Ekonomi Koto Nan Tigo I
!”_I_"_WPanduF lixl:m Rumlml [:a.;uh | Hektur 1 Koto Nan Ligo |
| 2 Pengada;n Bibit Cabe . | | Hekiar _ Koto Nan Ligo ’
]_1_ _Fmg&llaﬂn H“;," p,Ju 300 Jhmug | Koto Nan Tigo .
Mg ot Al Tiga IV Ko Hilis -
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. Penpadaan Sap etma i | oo ot Mg
Penpsdasn kbt bk tegalan unbok
. Lhimy | ko B sl "wam | g
rlth:ﬁ.‘:ll-. -
T Pemgaddaan Sarang dan prasarand
T . Ll i T it Rt Man Tige

i AS Pelermak

1, Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Ridang

Perkiraan anggaran vang dipergunakan untuk membnavar program dan kegiatan
pembangunan sckala Nagan adalah perkiraan pendapatan Nagan yang bersumber dan
Pendapatan Asli Nagan, Dana Transfer dan Lain Lain yang sah yang duerima Nagan
Tahun 2022
Untuk Nagari Koto Nan Tigo TV Koto Hilie Relanja Nagan dibiayai melalm sumber
pendapatan Nagan yvang berasal dan ¢
I, Pendapatan Ash Nagan (PAD);
2. Alokasi Dana Nagan (ADD);
3. Dana Bag Hasil Pajak dan Retnbusi Daerah: dan
4. Dana Nagari (DD)

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP MNagan Fuhun
2022 ini sesuai prioritas kegiatan yang diputuskan pada musrenbang Nagani. ketentuan
umum penggunaan anggaran meliputi :

1. Paling sedikit 70% dan jumlah anggaran belanja Nagan digunakan untuk mendana
kegiatan hidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagan,
Pembinaan kemasyarakatan Nagan, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagan

2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja MNagan digunakan untuk
penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Nagan dan Perangkal Nagari, Operasional
Pemerintah Nagari, Tunjangan dan Operasional BPD, dan Insentif Rukun Tetangga

dan rukun warga.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-nisi Nagan feruiama

bagaimana mempercepal upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-

hak dasar masyarakat dapat segera lerwujud.
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4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skals Kabupaten, Prosinst,  dan
Pusat

Priontas progam pembangunan Skala Kecamatan Hatang kapas Kabwipaten
Pesisir  Selatan merupakan  Program  dan  Kegatan  Pembangunran  vang
merapakan kebutuhan risl masvarmkat Nagan Koto Nan Tige IV koto Hilie
tetapi Pemerintah Nagani tidak mampu melaksanakan  Hal im disebabkan
pertama kegiatan terschut secara peraturan perundangan bukan kewenangan
Nagan. Kedua, secara pembiayaan MNagari tidak mampu membayar karena
jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Nagan tidak
tersedia sccara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan
dibawa melalui forummusyawarah perencanaan pembangunan di tingkat
Kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Magan jadi yang dipilih
secara partisippatif pada Forum musrenbang Nagari dan ditetapkan dengan
Keputusan Wali Magan.
Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

— L T - = .
NO KEGIATAN TARGET/SASARAN LOKASI |
| o l
R 2 3 . RCSRL
A | Infrastruktur s il
| | Hotmix ( Pengaspalan ) Jalan Pasar + 1500 M Koto Baru
Perumahan Nelayan
Hotmix ( Pengaspalan ) Jalan Koto Baru + 1500 M Koto Baru
X dan Jalan Perumahan Nelayan -
z |
Pembuatan Tanggul / Pengedaman +300 M Koto Baru
¥ | Tebing Air Koto Baru ke Pasar Gompong |
4 Lanjutan P:mhamgmnqn Gebung Tanah Kare :
Pertemuan Kantor Wali o |
Pembangunan Beronjong Tepi Air Sungai 1 KM Koto Baru :
g Pampan Dekat Masjid Khairul Huda .
g | TPT Jalan ke Rumsah Khusus Nelayan 1 KM Koto Baru
Koto Baru Sungai Pampan
Jl 5 Fembarngunan Drainase SD 28 Jorong Sungai Pampan
Nan Tigo s
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' : | |
| & | Pengamanan Tebing H.['I.|1.IIT‘|11|'I|'|!_'_I: £ 00 M | Kalumpang |
frEe i | !
4 EET:.::E::E“"E e I Unat Kalumpang
| Rehab Embung Ampang Tige | - R
M Kalumpang R I I Unit Ampang Tigo
|1 | Pengamanan Pantar Pasar Gompong | 400 M Sungai Pampan
| Sarana dan Prasarana Posyandu Yandu | ; i
12 | Dan Lansia o | | Paket Sungai Pampan |
s : i
Pembangunan Rumah Tidak Lavak Hum ] ;
13 Kampung Sungai Pampan 15 Unit Sungai Pampan
R 1 i 1 i .
14 PeKammbanguP“% Ejﬂmﬂ:;:;j:mak Ry Hug i 15 Umt Limau Mams ||
b : . |
5 {2 mwﬁﬁ;‘;‘; SR gk M 15 Unit Kalumpang |
16 Psﬁﬁ;;;ﬁm:*at] 1 Unit Sungai Pampan
17 | Pembangunan Jamban Schat 15 Unit Koto Nan Tigo
Pembangunan Jembatan Gantug dan "
18 | Muaro Tembusan Jalan Pasar Gompong 10 M RN O
19 | Pembangunan Air bersih Kalumpang 1 Unit Kalumpang !
g |Sosial Budaya
2 L ; Pemuda-pemudi Nagan '
1 | Pelatihan Adat Istiadat Minang Kabau Koto Nan Tigo Kotoe Nan Tigo
Prasarana Pencak Silat, Randai,Debus Pemuda-pemudi Nagari Nan Tigo
2 | dan Pelatihannya ) Koto Nan Tigo e
- i Anak-anak Mengaji dan | 10 Nan Ti
3 | Peralatan Qasidah lengkap Pakai Piano Anzgots Majelis Talim igo
Koto Nan Tigo
C | Ekonomi Koto Nan Tigo
| | Pengadaan Bibit Rumput Gajah 1 Hektar Koto Nan Tigo
2 | Pengadaan Bibit Cabe 1 Hektar Koto Nan Tigo
3 | Pengadaan Bibit Pala - 300 Batang Koto Nan Tigo

Alsgass Kotta Ma Tige IV Kok Hiili

ro—_ o py g
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4 | Pengadaan Sapi Jantan 100 Fker Koto Nan Tigo
i WA R —_— e =
5 | Pengadean Sapi Betina 100 Ekor Kolo Nan Tigo
| Pengadaan bibit itik tegalan e - Satn Em e
' _'j peternak 4500 Ekor Koto Man Tigo
Pengadaan Sarana dan prasarana — ' ' -
L Blﬂgadﬂs Peternak i 3 Unit . Koto Nan Tigo
o SE S Smia LPaT e - | [ —

o —

4.3 Pagu Indikatil Program dan Kegiatan Masing-Masing Bidang

Perkirnan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kepiatan
pembangunan sekala Nagari adalah perkiraan pendapatan Nagari yang bersumber dari
Pendapatan Asli Nagari, Dana Transfer dan Lain Lain yang sah yang diterima Nagan
Tahun 2022.
Untuk Magari Koto Nan Tigo TV Koto Hilie Belanja Nagan dibiayai melalui sumber
pendapatan Nagan vang berasal dan
5. Pendapatan Asli Nagari (PAD);
6. Alokasi Dana Nagan ( ADD);
7. Dana Bag Haml Pajak dan Retnbusi Daerah; dan
% Dana Nagan (D)

Penetapan perkirsan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKFP Nagan Tahun
2022 ini sesuai prioritas kegiatan yang diputuskan pada musrenbang Nagan. ketentuan

umum penggunaan anggaran meliputs :

3. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Nagan digunakan untuk mendanai
kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagan, Pembanguman Nagari,
Pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

4, Paling banyak 30% dan jumlah anggaran belanja Nagan digunakan untuk
penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Nagan dan Perangkat Magari, Operasional
Pemerintah Nagari, Tunjangan dan Operasional BPD, dan Insentif Rukun Tetangga
dan rukun warga.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi Nagari terutama

bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-

hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

e

Mg at N Tigo 1V Ko Wil El

S E——
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PENUTUP
A, Kesimpulan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagan pada dasarnya

ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan
masyarakat Magari saling bekerjasama membangun Magari. Keberhasilan
pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai  pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin
keberlangsungan pembangunan di Magari. Sebaliknya permasalahan dan
ketidskpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh
komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

B. Saran

Proses penyusunan Perubahan RKP Magari yang benar-benar partisipatif
dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan
pembangunan sekala Nagari menuju kemandirian Nagari.

Untuk itu saran dan ide yang bersifat membangun dari berbagai unsur baik
pemerintahan maupun masyarakat akan sangat menentukan dalam percepatan
pembangunan Nagari menuju Nagari vang maju, mandiri, sejahtera, dan
demokratis.

4 fanggdl; . 13-November 2021
(FNAGARLUKEIO NAN TIGO

s .




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Alamat : Jalan Batang Kapas - Suterq Kode Pos : 25661

Nom1or . 150/3 )1 /WN-KNT.IV-KH/VIII/ 202 Tanah Kare , 18 Agustus 2021
[ampirAR © ° Keparda Yih .
perihal : Undangan L. Ketua Hamus Beserta Anggota
2. Scr. Kepala Kampung se Nagari Koto
Nan Tigo IV Koto Hilie
3. Ketua LEMN Koto Nan Tigo IV Koto
Tigo IV Koto Hilie
4. 3dri, Bidan Nagari se Nagari Koto Na
Tigo IV Koto Hilie
5. Sdr. Perwakilan Tokoh Adat Se- Naga
Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
6. gdr/i. Perwakilan Tokoh Agama Se-
Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
7. Saudara Tokoh Masyarakat Se Nagar
Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
8. Seri. Perwakilan Kelompok Perempus
Se-Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hili
9, Saudara/i Perwakilan Generasi Mud
Se¢ Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
di
Tempat

Se i tindak lanjut hasil rapat koordinasi Wali Nagari Sekecamatan Batang Kapas bersa
Camat Eﬂtanggll Kapas Pada tanggal 02 Agustus 2021 tentang Penetapan jadwal Pelaksans
_Musyawarah Rembuk Stunting dan Musyawarah Nagari dalam Penyvusunan REJM dan RKFP Najg
iagl Wali Nagari Terpilih lingkup Pemerintahan Nagari dalam Kecamatan Maka schel

dilaksanakan hal tersebut diatas Maka Pemerintahan Nagari Melaksanakan Rembuk Kampung,
t bersama ini Kami Undang Bapak/ibu/sdr/sdri untuk dapat Hs

Sesuai dengan hal tersebu
a:
Hari / Tanggal . Jum'at, 20 Agustus 2021
Jam . 08.00 Wib s/d Selesal

Tempat Kantor Wali Nagar Koto Man Tigo IV Koto Hilie
Acara . Rembuk Kampung / Penggalian Gagasan
Demikianlah undangan ini kami sampaikan kepada Bapak/ibuk/Saudara/i, atas perhap
dan hﬂh&dj.rm}m di ucapkan terima kasih.
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BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KOTO NAN T1GO IV KOTO HILTE
TENTANGAN PERENCANAAN NAGARI]

jian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RIFIL dup Pencrapan Haneans Weria

jReThd : : :
.._-1t1|-“~:ﬂ1'.-:m“” luhr"]. Magan. di Magan Footin Mam Figge 1V Kaotoo Fhiliek ccamatas Iatang Rapa
LLJHI""""" pesisic Selatan, Provinst Sumatera Barat pada -

ttari dan Tangeal : Jum’at 20 Agusius 2021

- /08 .00 Wib sid Selesay

Tempat Kantor Wali Nagan Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Telah dilakukan acard Musyawarah Perencanaan Kerja,Pengaliaan gagasan Per kampung yang ada
‘-!ag.afi Koto Nan Tigo IV Koto Hilic yang dihadin oleh Wali Nagan, Bamus. LPMN Wakil-wakl
kelompok Masayarakal, sebagaimana daftar hadir terlampir.maten yang dibahas dalam musyawarah
pefencanaan Pembangunan Nagari ini scrta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan

A, Materi Sumber
1. Musyawarah Usulan Pembangunan MNagari Tahun 2022
7. Penctapan Tim RPJM dan RKF Nagan Tahon 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
pimpinan Musyawarah ‘ROMI GIO PASLA S H dan Ketua Bamus
Notulen - FITMAWATL. ... dari Sckretars Nagar

Narasumber . RISMAYARNO._____ dani Pendumping Desa

Setelah dilakukan Pembahasan terhadap materi, sclanjutnya scluruh pesena musyawarah
Menyepakati/Menetapkan Usulan Dan Gagasan Perkampung untuk Tahun 2022 Yaiu :

A Usulan Kampung Sungai Pampan
Pembangunan Drainase gD No 28 Jorong Nan Tigo
Pengerasan Jalan Solok

Rahat Beton Jalan Gang Senggol

Hotmix Jalan Koto Baru

Pembangunan Dam Tebing Air Pasang Koto Bani dekat Perumakian
Pelatihan Tilawatil Al- Quran Tingkat Dewasa dan Anak —anak
Pepambahan guru TK dan Pengangaran ATK / Paud Bina Nagari
Pembuatan Posko Pemuda

Ll

=

Usulan Kampung Kalumpang

Pembuatan Saluran Buangan Air Didalam Koo Kalumpang
Pemgerasan Jalan Lingkung Bukit Ampang Tigo Kalumpang,
Rehab jalan Dalam Koto Kalumpang dan Pembangunan TPT
Rehab Pos Ronda Kalumpang

Pembanguna Parit Miring dari jalan semayan ke baru
Pengerasan Jalan Ampang Tigo ke Inunang

&

ah di kalumpang

= .




pengadaan Kosting { Wah raga

3
t: rengadlaon Trapu sl PR R Sagang
g Pelatthan i thi Pk
: ¢ Usulan Rampung Lt Manis
' 1. Rabat Beton yalan Lanave Manas { Dalam K oto r
3 pengerazan Jalan Lingkar kuburan dari himau manis ke tangih Padeng
1. Rabat beton Jalan Tanah Karc ke tanah Tabany
4. Pengerasan jalan dan limau Manis kebatas Nagari Supga Nvalo
5 Pembangunan Drainase Tanah Kare
6. Pengadaan Scragam Magelis Takhim
7 Rehab bangunan Poskesri Limau Manis
§ Sarapa Prasana Posyandu
. Pelatihan Ibu — ibu majilis Taklim

10. Pelatihan Kader- kader Nagari

Demikian herita acara ini kami buat dan disabkan dengan penuh tanggung jawab agar dapal

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koto Nan Tigo, 20 Agustus 2021

WAKIL MASYARAKAT

AMRIL
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pEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS

NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

,e.jamﬂf - Jalan Batang Kapas - Sutern Kode Pos - 25661

. 140766 /WN-KNT.IV-KH/X1/2021 Tanah Kare , 04 November 2021 |
g g Kepada Yith :
I'*D:.Ipu..ﬂﬂ - \Undangan 1 Bapak Camat Batang Kapas
peh 2 Sdr.Pendamping Desa

Sdr.Ketua Bamus Koto Nan Tigo IV
Koto Hilie bserta Anggota

Sdri. Pedamping Lokal Desa
Sdr/3dr.i Tim Penyusun RKF
Sdr/Sdr.i Tim Verifikasi Proposal
Sdr. Kepala Kampung Se Nagar Koto
Nan Tigo IV Koto Hilie

di

N U s

sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pembahasan Rancangan Rencana Kerja
pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hiliec Tahun Anggaran 2022, Maka dirasa Perlu untuk
pelakukan Verifikasi Rancangan RKP dan DU RKP tersebut, Mengingat verifikasi adalah salah
st syarat dalam melaksankan Musrenbang Nagari. .

Sesuai dengan hal tersebut bersama ini Kami Undang Bapak/ibu/ sdr/sdri untuk dapat Hadir
Pada :

Hari / Tanggal - Jum'at , 05 November 2021

Jam : 09.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Kantor Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hike

Acara - 1. Verifikasi Rancangan usulan RKP Nagan untuk Tahun 2022

2. Verifikasi Rancangan DU REFP Nagari untuk Tahun 2023

Demildanlah undangan ini Kami sampaikan kepada Bapak/ibu/Saudara/i, atas perhatian
Ui kthadirannya di ucapkan terima kasih.

— Be=mpaikan Kepada Yth:
2 By POt Pesisir Selatan di Painan .
Kepala DPMDPPKE Kabupaten Pesisir Selatan oi Patnan

-~
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BERITA ACAR
MUSYAWARAH TIM vip

VERIFIKAS) RKP
NAGARI KOTO NAN T1GO 1v KOTO HILIE

ran GENERD Perubahan peayusunan RKP Nagan, (;

o b Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hile
}E:;,mﬂlml Batang kapas upaten Pesisir Sclatan, Provins, Sumalera Baral pada

Hari dan Tanggal - Aumcat, 05 November 207

P = 09.00 Wib

% - Kantor Wali Nagari Kot Nan Tige IV Koto Hilie

ah dilakukan acara Musyawarah Nagari tentang Rencang
I;jnclﬂk lanjutinya usulan Tim Penyusunan REKP Nagari o
ferlampir.

Pembangunan Nagari Tahun 2022 dan telah
beh Tim Verifikasi Nagri sehagaimana daftar

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkap dengan penuh tanggun g jawab untuk agenda
yegiatan yang dilakukan dalam rangka Tindak lanjut Rancangan RKP Magari Tahun 2022 dan
pU RKP Nagari Tahun 2023 dan Verifikasi Proposal adalah sebagai berikut :

. Pengesahan Rancangan Usulan RKP Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022

2. Pengesahan DU RKP Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022
Hasil Kegiatan berupa Rancangan RKP Nagari Sebagaimana terlampir
Demikian berita acara im dibual dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Kare, 05 November 2071







ogMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS

NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
Kode 2

Tanah KaIE 566 | |

Bapak Danramil Bapak Kapas

Bapak Kepala UPT PSDA dan UPT BPE Kecamaian

Batang Kuapas

Tbu Korlap KB Kecamatan Batang Kapas

Bapak Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok

Ibu Ketua TP-PKK Nagar Koto Nan Tigo IV Koto Hilic

Kepala SD,TK/PAUD/TPA/TPSA Sckenagarian Koto

Man Tigo I'V Koto Hilie

10. Bapak Pendamping Desa / PLD

11. Bapak Ketua Bamus Koto Nan Tigo besena Anggota

12. Babinkamtibmas Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

13. Babinsa Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

14. Ketua LPMN Koto Nan Tigo I'V Koto Hilie

15, Saudura Kepala Kampung Se-Nagari Koto Nan Tigo IV
Koto Hilie

i6. Tbu Bidan Desa Se-Nagri Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

17. Bapak Pemyuluh Agama

|8, Perwakilan Kader KPM,Yandu PPRBD/Sub PPEBD
Magari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

19. Sgudara Unsur Ninik mamak, Tokoh Masyaraket Pemuda

_ Pemudi Senagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

di
Tempat

Iwm?my.mmﬂzl Tanah Kare , 08 November 2021
! Keopada Yth :
; Musyawarah Rencana |. Bapak Anggota DPRD Pesisir Selatan Dap |
. Undasb* Magari { Musrenbang ) 2, Bapak Camst Batang Kapas
Pes 3. Bapak Kapolsek Batang Kapas
i,
5,

o o =3

D’_llﬂumﬂ,

MWMMMMMWRWWEM}M
hl&"”‘“ﬂﬂﬂiuﬁmﬁﬂm@hﬂmﬂ?mﬁd@dﬂmmnm
Iuj-mm:n{mm.pimnﬂﬁpwmmmmwm

. hmmThmfuﬂuhﬁmnirﬂkm undang Bapak/Tbu/Sde/i untuk dapat hadir pada -

Loy,

o Tmggal - Rabu /10 November 2021

h - 08,30 Wib v/d Selesai _
iy : Kantor Wali Nagari Koto Nan Tigo TV Koo Hilie
: Musrenbang Nagari Koto Nen Tigo IV Koto Hilie

%K.‘*“Inh dalam susgana Covid— 19, diharapkan kepada Rapak/Tbw/Sdrfi untuk selaln mematuhi
Bapak/Thu/Sdr/i untuk dapat menghadirimya,

Aray

Koty

kami ucapkan terima kasth.




" BERITA AC AR A
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"I'.'n.nlr"' MUSYARAWARAH PRy N ANAAN P Mg \
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A1 I WAV oy Ml iy
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unan RKP Nagari Nagan Ko, Nan 1 g .
rﬁ:ﬁ Kabupaten Pesisir Selatag Propins PR IV Kot e

i "1'-m11:||r~r.t Har;

' wﬂ%
e

i Pacla

: tJum’at, 10 November 307
o dan TAOBEE 0 00 5/ Selosn:
;ﬂr;;l# : Kantor Waly Nagar Kot Nanp Tigo IV Katn Hilie

acara musyawarah Nagar yang dihadiri oleh Wal,
di 'd‘ﬂ“ - wakil kelompok masyarakat, schagaimana
i i ini serta yang bertindak selaky unsyy Pimpinan

Nagari, unsur Pers n

gkat Magarr | Bamus
flal’tar i‘lai_'h

r Maten vang dibahas  dalam
Musyawarah dan narasumber adalah
gten . : :
g ';’ Penctapan Usulan Prioritas RKP Nagari Koto Nan Tigo v Kot Hilie Tahun 20722
s penetapan Usulan Musrenbang Magari untuk Tahun 20722

p Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Nofriedi , S.H dari Walj

Romi Gio Pasla, S.H dari

Harpsurnber : Risma Yamo, ST
Notulen - Fitmawat;

Nagari Koto Nan Tige IV Koto Hile

Bamus Nagari Koto Nan Ti g0 [V Koto HiliE
dari Pendamping PDT] Nagari

danr Sekretaris Nagan

1, selanjutnya selanjutnya seluruh peserta Musyawarah
Perencaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan

shir dari musyawarah perencanasn pembangunan Nagari dalam rangka penyusunan RKP Nagan
Yait :

| Seluruh peserta Menyetujui DU RKP Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Untuk Tahun 2022
L Selunihy peserta Menyepakati Usulan Prioritas Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2022
lkian Beciia Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab

Tanah Kare, 11 November 2021

_ ; = Ketin Bamus Nagari
anTige .”{Hﬂﬁﬂlh' ¥ Koto Hilie
- P

fi 2o A

[

RO {}[éll} ASLA, 5.H

Wakil Kelompok Masyarakat

No

AMRIL




DAFTAR

November 2021
; aabu, 10
‘J" _ goto Nan Tigo IV Koto Hilie
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PMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RESM / Rp NaGAR,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

WALL NAGART KOTO NaN TIGO IV KoTo EEITE

Bahwa Pemerintah Nagari ‘berkewajiban menyus

un Rencara Pembangunan
IM Nagari) dan Rencana Kerj >
i ' ; erja Pemba
agari) yang merupakan penjabaren dari RPIM Nagzr | R
uk '”ﬁih Tim Penyu Jangka Menengah Nagari (RPIM
- sun yang dibentuk melalui
PWMTMWRPJM Magan. ” uk melalei Forum Rapat
E*’E A .ﬁ,g(%ﬁmbnngan sebagaimana hurufl a dan huref b dipand
perhuy - tq,-\_?-._mt E:J-‘-[!lt".':'-lﬁilﬂ tentang  Tim  Penyusun  Rencana
,_WM (Tim Penyusun RPIM Nagari),
g

o, H !U"-:r'-
- Und ':.! Hndan 1 __ 28 Tahun 1990 tentang penyelenggaraan pemerintahan
yang :-;':"{; m Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Mepara Republik

[miun&sm—'- ; 75 Tahun 1999, Tambehan Lemharan Negam Republik
Indonesia Natior 3851);

Undang-Undang Nomor |7 Tahun 2003 lentang Keuangan Negars (Lembaran
Negara Ropublik Indopesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan —Lembaran
HNegara Republik Indonesia Nomor 4286);

Difidang Nomor | Tahun 2004 teotang Perbendabaraan Negara
embaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan
Lembaran Mepgara Republik indonesiaMomor 4355);

- Undang-Undang Nomor [0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonezia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4349);

- Undang-1ndang Nomor 15 Tahum 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung iawsb Keuangan Negard (Lembaran Negard F_cmlhiik '!I'H!DT!‘EE[‘J.
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
2404

- Undang-Undang MNomor 25  Tahun 2004 tentang Sistim  Percncanaan

Pembangunan Masional (Lembaran Negarn Republik ludonesiaTahen IED{HI-
Momor 104, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 442 1)
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Negara Republik Indonesan Talug riat vali i1 =wsbaran
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kaki diubah teraklur dengan I.Imlmm-l!rm.u.ﬂ Nomor 9 Tahun 2004 tentany
Perubahan Koedua  Atas trnnlang-[lml;mg Nomor 23 Tahus 2014 Tentam
|Jm1n'111'l|-"h'"" Daerah {Lembaran Megara Republik Indanesia Taban 2014

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Namor 56749
Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 lemang Rencana Pembangunan Tanpka
Punjang Masional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
4700);

Undang-undang Nomor & tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negars Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 7) -

Peramuran Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Peran Sera MEIS}-'_EWLEII dalam Penyelenggarnan MNegara (Lembaran MNegara
Republik Indoncsia Tahun 1999 Nemor 129, tambaban Lembaran Megara
Re-pub!l'li Indonesia Nomor 3866)

. Peraturan  Pemerintah Nomor 55 Tabun 2005 teptang Dana Perimbangan

(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Womor 137, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4475);

. Peraturan Pemerintah Nomar 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor (40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintzh Nﬂl:l.i;t 79 Tebon' 2005 tentang pembinaan  dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Tahun
Republik Indonesia 2005 Nomar 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4579); ?

. Peraturan  Pemerinmb Nomor 33';1;?11_11!“ 2007 tentang pembagian urusan

Pemerintshan antah Pemerintab, Pemerintshan Daersh Propinsi dan
Pemerintshan Dasral Kabupaten/. Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahen 2047 Nomot' 82, Tambahahi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737,

. Peraturan Pemerintgh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan
Daerah, Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun2008, Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Menferi  Dulam Negeri Nomer 13 Tabuo 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah deogan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

. Peraturan  Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 temtang Perobahan Peraturan

Pemerintah Nomor 43 tshup 2014 tentang Peraturan Pclaksanaan Undang-
Undang Momor 6 tabun 2014 tentang Desa, Lembaran negara Republik Indonesia
Republik Tndopesia tahun 2014 MNomor 123, Tambahan fembaran Negara

Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman

teknis Peraturan dt Desa, (Lembaran Negara Republikindonesia Tabun 2014
nimor 2091 );

- Permtump Menter Dalam Negeri Nomor 113 tshun 2014 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa( Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);
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a(), Peralimamn Menteri Dalam Negeri Nomor 114 whun 2014 Temang Pedoman

23

24.

25.

pembangunan Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar
2094)

peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

o = alun 2013 teatang Pedoman. tatatertib dan pengambilan Keputusan

Musyawarah Desa, (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor

159%

peraturan Dacrah Kabupaten Pesisw Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 iahun 2007 tentang

pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubab denapn Peraturan daerah nomor

g tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pematuran Dacrah Kabupaten Pesisic

Selatan Momor & Tahun 2007 lgntang Pemenntaban Hﬂgﬁﬂ

persturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor |2 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Tembaga Teknis Dacrah Kabupaten
150 tan

l;:::;]:!mh Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tabun 201 | Tentang Tata

Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan. er.y?walrah w

Pembangunan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan ©

Nomeor 14}
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Kedea Tugas dan Tanggung jawsh
Rencana Pembangunan Jag
berdasarkan data-duta’ hagil: Penpkaii
g i
1 Dalam melnkiﬁukmr'i ;
Bupati nomof . g
Magari.

: Tim Penyusun El!:ih N
aparat pemcrintab (kecamatan dan
“kabupaten) serta pibak lain yang be
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Ea iy
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rkaompeten.
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RPIM 'ﬂlgu-'f
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dhitetapkan di

i, H Gtentang Petunjuk Tek

~ Anggon ___|

r adabah menyusun Rancangan

1ngak Nagari (RPIM Nagari) tabun 2022 — 2037

ari (PEN) vang dilakukan secars

agan mengacu pads Peraturan
nis Perencanaan Pembangunan

agari dalam melaksanakan (ugzsnya dibambing dag dibagtu
atau kabupaten), Setrawan (kecamatap dan atau

myusun RPIM Magari terhiting scjak disetapkannya Suras
Keputusan Wali nagari ini; sampai dengan ditetapkannya

Peraturan MNagari tentang

tahun 2022 - 2027 oleh Wali nagari dan Bamus Nagari,

: Koto Man Tigo
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waimbang - 4 Bahwy dalam NAN Ticg SELATAN

. Indonesia Nomor 4438, ambahar, Lembaga Republik
- Undang-Undang Nomor 6 T
: abun 2004 tentang Desa ([e o .
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 7) -+ (o iparen Negars

Undang-Und i
'[L:rnhf:an N:“g H[;s 2I-:J' Tohuo 2014 tentang Pemcfiofshan Dacesh
Bara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tamhahan
Negara Republik Indenesis Nomor 5387) sebagaimana telah di ubah dengar
T.J‘n:!an:gul._l'nd.tug MNomer 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan PemruEan
P:mr!th Penganti Undang-Undang MNomor 2 Tahun 2014 Tenmn
Pemerintahan Dacrah menjudi Undang-Undang (Lembaran Negars Rapislik
Indonesia Tshun 2015 Nomdr 24 Tambahan LemBaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5657).
7. Perawran Pemerintahan Nomor 63 Tehun 2014 tentang  Peraturan
Pelaksansan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 Teatsng Nagar
{ Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 20114 Nomar 123)
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Jaza Penw.nn'luimn 1Lt:'.'|'n.hamn Negara  Pefdadaan Raraig Ha
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I Tahwn 2014

[Lpgrmn;: E‘;ﬁah lmhﬂgd KE'DJ_la_ka.n Pengadaay Barang Jass Pomermg
Republi onesia T"“ﬂ'll'-‘*T '3 Tahun 2913 Tentang Pedoman Ty
Pengadaan Barang/Jasa di [esy o

12. Peraturan Bupati Pesisir Selagn Nomor |5

Pengelolaan Kruangan Nagari | Berjta Dae
Tahun 201 5 Nomor | 5).

13 Peraturan Hupabi Pesisir Selatan Nomar 7] Tahup
Barang/Jasa Pemerintihan Nagari (Berita Daerah
Tahun 201 5 Nomaor 213

14, Peraturan MNagan Kot Nan Tiga IV Koto Hilje Kecamatan Buatang Kapas
Kabupaten Pesisir Selatan momor & Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja
Pemerintahan (RKP Nagari Tahun 2015 {Lembaran Nugasi Koto Nan Tigo
IV Koto Hilie Tahun 2014 MNomor 6,

L5. Peraturan Nagari Koto Man Tige IV Koto Hilje Kecamatan Batang Eapas

Pexisir Selatan  Nomar  Tahun 2008 tentang  Anggarin
Pendapatan dan Belanja Magari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun
Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

N
Argy

2045 tentang Pedoman
Fah Kabupaten Pecigir Selatn

2015 tentang Pengadaun
Kabupaten Pessir Selwean

Membentuk Tim Verifikasi Usulan Kegiatan yang lerdafisrnye sebagnimana
tercantom dalam lampiran sura kepurtusan ini _ .
Tim Verifikazi Usulan Kegiatan Pelaksansan Pembangunan Tingkat b«_]aﬁ
Tahun Anggaran 2022 dalam kegiatan pelaksaan lugasnya berangpungiaw
dengan kepada Wali Nageri _ |
Tim Verifikasi Usulan Kegiatan diberikan hoporarium  sesuai
kﬁhldukatmya dalam tim sesuai peraturan perundang-undangsn yang
berlaky

_ dibebankan
) i akibat dilaksanakannyakeputusan ini dibeb

Segala biaya sebagai dei]h:ipmlﬂmm Magari Koto Nan Tigo IV Kolo
Filis Kocamm mEEn Hftang Kapas Kabupaten Pesisir Selatn  Tahun

Ahggaran 2022
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Keputusan ini berlaku pady langpa|

¥

MA - ; BEM ditetapkay, ¢ ;
¢ -:lilm'_rm:dmn har tf.:rdapal kekeliruag akan diadak Engan kelenmgan apabily
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a aa 1I di : Kote Nagy, Tigo
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Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
|. Cama: Batang Kapas (sebagai laporan)

2 Kews BAMUS Nagari Koto Nan Tigo |V Koto Hilie
i Wama dalam Tim yang bersanghkutan

4 Arsip
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& PENUNJUKAN TIM VERIFIKAS] 1)
,g‘ SANAAN PEMBANGUNAN TINGAKAT 3.-?1%%3,; -_‘rlc EGIATAN
rEl.:l"E_Am KOTO NAN 111;[:'[1,- KOTO HILIE KECAMA T*_’:::iﬂi"q ANGGARAN 2013
NA KABUPATEN PESISIR SELATAN " ANG KAPAS
e NAMA B e —
... WIS, W L
B — e
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Ditetapkan di : Koto Nan Tigo
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KABUPATEN PE
ISIR SE
W‘Sﬂﬂ WA]:;{AGARI KOTo LATAN

KAN TIM DELEGASI N _
ﬂﬁEhTLT AGARI KOTO NAN T1e-
- TAHUN ANGGARAN s 7160 IV KOTO miLig

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN
G
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO [V m:&;

yinbeng : a, Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Nagari dan
Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagar, perlu mengangkat Tim
7 sebagai Delegasi Nagari untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan dalam
kompetisi Kegiatan vang akan di danai tahun 2022;
b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) di atas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:
7. Peraturan Pemernintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang Nomer & Tahun 2104 Tentang Desa,

1. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomar 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Penyusunan dan Tata Eerja Pemerintah Magar;
4. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nagan,

ote Nan Tigo IV
Nagari Koto MNan

epcana Pembangunan Nagart K

2021 di kantor Wali
uk kegiatan YBOE akan di

' kan : Berdasarkan Musyawarah R
| Koto Hilie Hari Rabu, 10 November
| Tigo tentang Pemilihan Tim 7 Delegasi Nagar un

danai tahun 2022.




ﬁ."’ tercantum dalam Anggran Pendapatan Belanja Nagari

i | apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan

MEMUTUSK A

#dp“ . pembentuk Tim Delegas Nagari Kote, Nan Tige

IV Kot Hilje schy
| Eanmagg
# ercantum pada lampiran | keputusan jp;. |
i

Hal-hal yang berkaitan dengan hak day Kewajiban Tim 7 Delegasi Magari el

Tahun 2022,
Sumt_ R’_epul'usﬂﬂ ini !.Tl.l.tlﬂi bEﬂﬂi{Ll Hﬂjﬁk Iﬂl‘lggﬂ] ditﬂlﬂpkﬂ.ﬂ Ij;ngﬂn kﬂtl:l‘ituan

keputusan ini akan
diperbaiki sebagaiman mestinya.

" m-_
WL : ; Herencana dan
|. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan. emerintahan Nagari, Keluarga
] : ayaan Masyarakat Pemer el
; Bqni&mm}:,? .a.a ﬁadaanPcmbﬁdpa uan Kabupaten Pesisir Selatan dhl F:i -
" Bepak F-’.cp:::Ba.dln Perencanaan Pembang! -
+ Bgek Camat Batang Kapas di L'mgri; IV Koto Hilie i K&mﬁ
i : m Ll : to .
i Bmsgﬂﬁicﬁmﬁaﬁgﬁmn 5 Koto Nan Tige TV
3 m;ug;um Tim Yang

Pesisir Selatan di S3@0.
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